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PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN DASAR DAN PEMBINAAN/ KAPASITAS

TAHUN TUNGGAL TAHUN 2021

Penelitian Dasar
NOMORT T I 11.1 I U N34.21 /PT .01.0312021

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu kami yang bertanda

tangan di bawah ini :

1. Prof, Dr. Samsul Hadi, M.Pd,, MT. : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada

Masyarakat Universitas Negeri Yogyakarta yang beralamat di

Kampus UNY Karangmalang Yogyakarta dalam hal ini

bertindak untuk dan atas nama UNY; selanjutnya disebut

PIHAK PERTAMA.

: Dosen dari Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri

Yogyakarta, yang beralamat di Kampus UNY Karangmalang

Yogyakarta, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Pelaksana

Penelitian Tahun Anggaran 202'1 untuk selanjutnya disebut

PIHAK KEDUA.

2. Dr. Dra. Kun Setyaning Astuti, M.Pd.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Dengan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penataan Tugas dan Fungsi

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian lnvestasi/Badan

Koordinasi Penanaman Modal pada Kabinet lndonesia Maju Periode Tahun 2019-2424 menyatakan

bahwa Pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang

terkait urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal t huruf b menggunakan sumber daya manusia pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

serta menggunakan sebagian anggaran yang bersumber dari Kementerian Riset dan Teknologi/Badan

Riset dan lnovasi Nasional;

2. bahwa berdasarkan Surat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor

322461\lPK.p/PR.05.04/2021 perihal Penugasan Pengalokasian Anggaran Bantuan Operasional

Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) Penelitian Tahun 2021, Menteri menugaskan Direktur Jenderal

Pendidikan Tinggi khususnya Direktur Sumber Daya untuk melaksanakan tugas dan fungsi BOPTN yang

sebelumnya ada di Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan lnovasi Nasional
(Kemenristek/BRIN);

3. bahwa perpindahan anggaran BOPTN Penelitian dari Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan
lnovasi Nasional ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi telah dilaksanakan
dengan ditetapkannya Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Sumber Daya, Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun
Anggaran 2021, Nomor SP D1PA023.17.1.69043912021 revisi ke-04 tanggal 4 Juni2021;

rl.ry
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4. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Program Bantuan Operasional Perguruan TinggiNegeri

penetitian Nomor 01/IJBAST/2021 dan Nomor 0397/E,E4IPT.01.0212021 terdapat Kontrak Penelitian

Tahun Tunggal penelitian Dasar dan Pembinaan/ Kapasitas Tahun Anggaran 2021 antara Direktorat

Sumber Diya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan

Teknologi d.ngrn Universitas Negeri Yogyakarta Nomor: 0461 E4.11AK.04.PT12021, tanggal 12 Juli

2021; terdapaiKontrak Penelitian Tahun Tunggal Penelitian Dasar dan Pembinaan/Kapasitas Tahun

Anggaran 2021 anlara Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Deputi Bidang Penguatan Riset

Oai-Rengembangan, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan lnovasi Nasional dengan

Universitis Uegeri Yogyakarta Nomor 046/SP2H/LT/DRPM/2021 tanggal 18 Maret 2021 tetapi belum

dapat dicairkan karena terladinya proses revisi DIPA di Kemenristek/BRlN dan adanya perpindahan

program dan anggaran dari Badan Riset dan lnovasi Nasional ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,

Riset, dan Teknologi.

pARA pIHAK sepakat melakukan Pe4anjian Penelitian Tahun Tunggal Penelitian Dasar dan Pembinaan/

Kapasitas Tahun Anggaran 2021 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

DASAR HUKUM

Dasar hukum per,lanjian ini:

a. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara

b. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional

c. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 01 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara.

d. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor'15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Keuangan Negara;

e. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor'12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

f. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional llmu Pengetahuan

dan Teknologi;
g. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

h. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2020 tentang Kementerian Riset dan Teknologi.

i. Keputusan Presiden Nomor 1'13/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan

Menteri Kabinet Kerla Periode Tahun 2019-2024;
j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun

Anggaran 2021;

k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11Z|PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun

Anggaran 2021;

l, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan

Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

m. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik lndonesia Nomor 69 Tahun 2016,

tentang Tata Cara Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer Penelitian sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik lndonesia Nomor 27

Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologidan Pendidikan Tinggi Republik

lndonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/ atau Reviewer

dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran;



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN
No. FRM/LPPM-PNL/302 Revisi : 01 Tgl0'l Maret2019 Hal 3 dari9

il.

0.

p.

q.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik lndonesia Nomor 12 Tahun 2018

tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri;

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik lndonesia Nomor 20 Tahun 2018

tentang Penelitian;

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik lndonesia Nomor 38 Tahun 2019

tentan g Prioritas Riset Nasional Tah u n 2020 -2024;

Keputusan MenteriRiset, Teknologidan Pendidikan TinggiRepublik lndonesia Nomor 105/M/KPT/2019

tentang Penggunaan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Penelitian dan Pengabdian kepada

Masyarakat Tahun 2019;

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik lndonesia Nomor : Per-

15tP8t2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya

Keluaran Sub Keluaran Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal

Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik lndonesia Nomor '. Per-71P812019 tentang

Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-151P812017 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran

Penelitian;

Keputusan Menteri Riset dan Teknologi/ Kepala Badan Riset dan lnovasi Nasional Nomor 2/M/KPI12021

tentang Pejabat Perbendaharaan pada Satuan Kerja Deputi Bidang Penguatan Riset dan

Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi/ Badan Riset dan lnovasi Nasional;

Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan

Kementerian Riset, dan Teknologi/ Badan Riset dan lnovasi Nasional Nomor 9lE1|KPI12021 tentang

Penetapan Pendanaan Penelitian Skema Dasar dan Pembinaan/ Kapasitas di Perguruan TinggiTahun

Anggaran 2021;

Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Nomor 14251E41KU12021 tentang Perubahan Pertama Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat

Sumber Daya Nomor 0050/E4IKU12021 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola

Keuangan pada Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2021;

Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Nomor 18671E41KU2021 tentang Pencairan Pendanaan Penelitian Skema Penelitian Dasar di

Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 202'l;

Berita Acara Serah Terima Program Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Penelitian Nomor

0 1 /IUBAST/Z02 1 dan Nomor 0397 I E.E4 I Pf .U .0212021 ;

Kontrak Penelitian Tahun Tunggal Penelitian Dasar dan Pembinaan/ Kapasitas Tahun Anggaran 2021

antara Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan

lnovasi Nasional dengan Universitas NegeriYogyakarta Nomor: 046/SP2H/LT/DRPM/2021, tanggal 18

Maret 2021;

Kontrak Penelitian Tahun Tunggal Penelitian Dasar dan Pembinaan/ Kapasitas Tahun Anggaran 2021

antara Direktorat Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan,

Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan Universitas Negeri Yogyakarta Nomor: 046/

E4. 1 /AK,O4.PT 12021, tanggal 12 Juli 2021 ;

Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Dasar dan Pembinaan/ Kapasitas Tahun Tunggal Tahun 2021

Nomor: T14.3.1/UN34,21lPT .01.03l2021,tanggal 22Marel2021 antara Ketua Lembaga Penelitian dan

r.

v

U.

W.

x.

a
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Pengabdian kepada Masyarakat Universitas NegeriYogyakarta dengan Dr, Dra, Kun Setyaning Astuti,

M.Pd. selaku Ketua Tim Peneliti.
PASAL 2

PELAKSANAAN PEN ELITIAN

(1) PIHAK PERTAMA memberitugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut

sebagai penanggung jawab pelaksanaan Penelitian dengan judul :" THE MODIFICATION OF BLOOM'S

TAXONOMY THEORY FOR CONSTRUCT MUSIC COMPETENCY STANDARD BASED ON

MAPPING IN INDONESIA, FRANCE, AND THE NETHERLANDS *

(2) PIHAK PERTAMA memberitugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA bersedia:

a. dipantau dan dievaluasi;

b. dinilai luaran penelitian;

c. dilakukan validasi luaran tambahan;

oleh Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan,

Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

(3) PIHAK PERTAMA memberikan dana Penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)

sebesar Rp 141.200.000 (Seratus Empat Puluh Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) sesuai dengan

Kontrak Penelitian Tahun Tunggal Penelitian Dasar dan Pembinaan/ Kapasitas Tahun Anggaran 2021

antara Direktorat Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan,

Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan Universitas Negeri Yogyakarta Nomor: 046/

E4.1 /AK.04.PI 12021, tanggal 12 Juli 2021 ;

(4) PIHAK KEDUA berhak menerima dana sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dan berkewajiban
menggunakan sepenuhnya untuk pelaksanaan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada

Ayat (1)sampai selesai sesuai ketentuan pembelanjaan keuangan negara
(5) Dalam hal PIHAK PERTAMA berhenti dari jabatannya sebelum Surat Perjanjian ini berakhir, maka

PIHAK PERTAMA akan menyerahkan tanggungjawabnya kepada pejabat baru yang menggantikan.
(6) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi penelitian dapat dibenarkan apabila telah

mendapat persetujuan dari Direktur Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

(7)Apabila Ketua tim pelaksana penelitian tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri,
maka PIHAK KEDUA mengusulkan pengganti Ketua tim pelaksana penelitian yang merupakan salah
anggota kepada PIHAK PERTAMA, untuk dimintakan persetujuan tertulis dari Direktur Sumber Daya,
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

(B) Dalam hal tidak adanya pengganti Ketua tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat ketentuan yang

ada, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Negara

PASAL 3

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PENELITIAN

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terhitung sejak ditandatangani
perjanjian ini sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021.
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PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban :

a) Memberikan kontrak pelaksanaan penelitian pada PIHAK KEDUA

b) Mengkoordinir dan bertanggung jawab atas terlaksananya penelitian

c) Melakukan penjaminan mutu penelitian

d) Memantau pengunggahan ke laman SIMLIBTABMAS

(2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban :

a) Melaksanakan penelitian sesuaidengan kaidah penelitian sampaidengan selesai penelitian

b) Mempertanggungjawabkan hasil penelitian

c) Mempertanggungjawabkan penggunaan dana penelitian sesuai dengan peraturan yang berlaku

d) Melakukan unggahan ke laman SIMLITABMAS dokumen sebagai berikut:

1. revisi proposal penelitian;

2, surat pernyataan kesanggupan penyusunan laporan penelitian;

3. catatan harian pelaksanaan penelitian;

4. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;

5. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB)atas dana penelitian;

6. laporan akhir penelitian;

7. luaran penelitian.

PASAL 5

CARA PEMBAYARAN

(1) Pembayaran dana Penelitian ini akan dilaksanakan melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada

Masyarakat UNY dan dibayarkan secara bertahap ke PIHAK KEDUA dengan ketentuan sebagai berikut

a. Pembayaran tahap pertama (70 %) sebesar Rp. 98.840.000 (Sembilan Puluh Delapan Juta
Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)

b. Pembayaran tahap kedua (30 %)sebesar Rp.42.360,000 (Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Enam

Puluh Ribu Rupiah)
c. Pembayaran dana luaran tambahan sebesar Rp.- (l

(2) Pembayaran pendanaan penelitian tahap pertama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a,

diberikan dengan ketentuan apabila perbaikan proposal dan rancangan pembiayaan sesuai dengan

Pasal 2 ayat (3) sudah diunggah ke laman SIMLITABMAS dengan mengikuti tata cara mengunggah

sesuai ketentuan yang berlaku.

(3) Pembayaran pendanaan penelitian tahap kedua sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b

dibayarkan kepada PIHAK KEDUA telah mengunggah ke laman SIMLITABMAS dokumen sebagai

berikut:

a. Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;

b. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah diberikan;
paling Iambat tanggal 1 8 September 2021.
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PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban :

a) Memberikan kontrak pelaksanaan penelitian pada PIHAK KEDUA

b) Mengkoordinir dan bertanggung jawab atas terlaksananya penelitian

c) Melakukan penjaminan mutu penelitian

d) Memantau pengunggahan ke laman SIMLIBTABMAS

(2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban :

a) Melaksanakan penelitian sesuaidengan kaidah penelitian sampaidengan selesai penelitian

b) Mempertanggungjawabkan hasil penelitian

c) Mempertanggungjawabkan penggunaan dana penelitian sesuai dengan peraturan yang berlaku

d) Melakukan unggahan ke laman SIMLITABMAS dokumen sebagai berikut:

1. revisi proposal penelitian;

2, surat pernyataan kesanggupan penyusunan laporan penelitian;

3. catatan harian pelaksanaan penelitian;

4. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;

5. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB)atas dana penelitian;

6. laporan akhir penelitian;

7. luaran penelitian.

PASAL 5

CARA PEMBAYARAN

(1) Pembayaran dana Penelitian ini akan dilaksanakan melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada

Masyarakat UNY dan dibayarkan secara bertahap ke PIHAK KEDUA dengan ketentuan sebagai berikut

a. Pembayaran tahap pertama (70 %) sebesar Rp. 98.840.000 (Sembilan Puluh Delapan Juta

Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)

b. Pembayaran tahap kedua (30 %)sebesar Rp.42.360,000 (Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Enam

Puluh Ribu Rupiah)
c. Pembayaran dana luaran tambahan sebesar Rp.- (l

(2) Pembayaran pendanaan penelitian tahap pertama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a,

diberikan dengan ketentuan apabila perbaikan proposal dan rancangan pembiayaan sesuai dengan

Pasal 2 ayat (3) sudah diunggah ke laman SIMLITABMAS dengan mengikuti tata cara mengunggah

sesuai ketentuan yang berlaku.

(3) Pembayaran pendanaan penelitian tahap kedua sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b

dibayarkan kepada PIHAK KEDUA telah mengunggah ke laman SIMLITABMAS dokumen sebagai

berikut:

a. Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;

b. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah diberikan;
paling lambat tanggal 1 I September 2021.
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(4) Dana luaran tambahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c dibayarkan kepada PIHAK KEDUA,

setelah mendapatkan validasi dari Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

(5) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2ayal (3) akan berikan oleh PIHAK PERTAMA

kepada PIHAK KEDUA ke melalui rekening sebagai berikut:

Nama : KUN SETYANING ASTUTI, DR.M.PD

Nomor Rekening : 0072867821

Nama Bank : BNI

Alamat Bank : UGM YOGYA

(6) PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah

dana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)yang disebabkan karena kesalahan PIHAK KEDUA dalam

menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai

dengan ketentuan,

PASAL 6

PERTANGGU NGJAWABAN AKADEMIK

(1) PIHAK KEDUA berkewajiban mengunggah ke laman SIMLITABMAS dokumen sebagai berikut:
1. revisi proposal penelitian;

2. surat pernyataan kesanggupan penyusunan laporan penelitian;

3. catatan harian pelaksanaan penelitian;

4. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;

5. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian;

6. laporan akhir penelitian;

7. luaran penelitian;

sesuai aturan yang berlaku paling lambat tanggal 16 November 2021.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan ke PIHAK PERTAMA dokumen sebagai berikut dalam

bentuk softcopy dan hardcopy:

a. laporan akhir penelitian;

b. luaran penelitian;

c. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB);

hardcopy dari laporan hasil penelitian sebanyak 2 (dua) eksemplar, luaran penelitian sebanyak 1 (satu)

eksemplar, dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) disertai fotokopi bukti penggunaan

dana sebanyak 1 eksemplar, melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) dengan ketentuan sebagai
berikut:

i. Bentuk/ukuran kertas ukuran A4.
ii. Warna cover kuning

Dibiayaioleh:
Direktorat Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Sesuai Kontrak Penelitian Anggaran Tahun 2021

Nomor: 046/E4.1/AK.04.PT 12A21
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(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(5)

(6)

(7)

(8)

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib penelitian berupa : Publikasi llmiah

Jurnal lnternasional- accepted/published.
PIHAK KEDUA diharapkan dapat mencapaitarget luaran tambahan penelitian berupa:-

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana

dimaksud pada Ayat (2)dan Ayat (3) kepada PIHAK PERTAMA;

Mempresentasikan hasil penelitiannya pada seminar yang akan dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA

Luaran penelitian yang berupa publikasi ilmiah wajib mencantumkan pemberi dana penelitian;

PASAL 7

PERTANGGU NGJAWABAN KEUANGAN

(1) PIHAK KEDUA berkewajiban mempertanggungjawabkan pembelanjaan dana yang telah diterima dari

PIHAK PERTAMA dan menyimpan bukti-bukti pengeluaran yang telah disesuaikan dengan ketentuan

pembelanjaan keuangan Negara.

(2) Perpajakan yang timbul atas transaksi penggunaan dana penelitian menjadi tanggungjawab PIHAK

KEDUA, pemungutan dan pemotongan pajak dengan NPWP Nomor: 00.159.121.3.542.000

(3) Pengadaan barang/jasa diatas Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dipungut PPN sebesar 10% dari nilai

dasar dan pengadaan diatas Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dipungut PPh Pasal 22 sebesar 1,5 % atau

PPh final sebesar 0,5% apabila UMKM mempunyai surat keterangan kantor pajak.

(4) Pengadaan jasa dipotong PPh Pasal 23 sebesar 2o/o lika mempunyai NPWP dan 100% lebih tinggijika

tidak ber NPWP.

Pengadaan Konsumsi dipungut PPh Pasal 22 sebesar 1,5%

Pembayaran honorarium WNI dipotong PPh Pasal2l sesuaidengan golongannya, golongan lllsebesar

5%, golongan lV jika mempunyai NPWP dan 20o/o lebih tinggi jika tidak ber NPWP.

Pembayaran honorarium WNA dipotong PPh Pasal 26 sebesar 20%.

PIHAK KEDUA berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan kepada PIHAK

PERTAMA untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Negara.

(9) Biaya pajak materai dalam surat perjanjian ini dibebankan pada PIHAK KEDUA

(10)PIHAK KEDUA berkewajiban mengunggah ke laman SIMLITABMAS dokumen Surat

Pertanggungjawaban Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan, sesuai aturan yang

berlaku paling lambat tanggal 16 November 2021.
(11)PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan ke PIHAK PERTAMA dokumen Surat Pertanggungjawaban

Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan dan foto kopi bukti belanja/penggunaan dana

penelitian.

PASAL 8
INTEGRITAS AKADEMIK

(1) PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi integritas akademik yaitu komitmen dalam bentuk perbuatan

_,yang berdasarkan pada nilai kejujuran, kredibilitas, kewajaran, kehormatan, dan tanggungjawab dalam- kegiatan pelaksanaan penelitian.

(2) Penelitian dilakukan sesuaidengan kerangka etika, hukum, dan profesionalitas, serta kewajiban sesuai

dengan peraturan yang berlaku



YARAKAT

u N #i'sii As LlqgE q-I-o G Y A KARrA

SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN

Tgl 01 Maret 2019
No. fnrVrtPPM-PNL/302

(3) Penelitian dilakukan dengan

Penelitian.

menjunjung tinggi standar ketelitian dan integritas dalam semua aspek

PASAL 9

SANKSI

(1) Apabira sampai batas waktu perianjian,prHAK KEDuA berum.menverahkan laporan akhir hasil penelitian

kepada prHAK dRi;il,"#rr,u prnnr<'irroun dikenakan 

"rnr,.i 

berupa bunga keterlambatan

sebesar 1%o (satu perm*)setiap harir,.t.,il*[rtrn sampai o.ngrn';.tinggi-tingginva 5% (tima persen)

dari n*ai surat perjanjian peraksanr.n p.n.r,ii*, i.rnitr^g darita'nggarlatu-titempo yang telah ditetapkan

sampai dengan nor'knirnvu pembayaran' or., bL..fitian' olehPlHAK PERTAMA'

(2) Bagi peneliti vrngi,d;k'Ju'pat menyetesrikun r.*riibannya o'rt* Tahun Anggaran yang sedang

berjaran dan wanir ;ffiffi;ui,un'nirv.nv, t.irni.i.rni,, mu*a reruruh dana yang berum sempat

,,, fli:Tli:ii#ft'ftHtr ^ilif iit"Hl[:ffi,]Tqh :*:y'' 
ma n a d i maksu! o qlam P asar 2 maka

harus mengemoalikan seluruh or., vr^g'l.tar, iiterimr.ir"'r,.prJ, prHnr pERTAMA, untuk

selaniutnya disetor ke Kas Negara'

(4) Apabira d*emuoian ha. terbu[ti bahwa.judur peneritian sebagaimana dimaksud dafam Pasal 2 dijumpai

adanya indikasi pragiat dengan p.n.riiiln llin oantatau o'p.,.r.n i.J**i ketidakiuiuran dan itikad

kurang nair yansitijak sesuii o.ng.n"[uioJn irri.n, *ur,, plnuiitian terseuut dinyatakan batal dan

prHAK KEDUA ,iujin *.ng.mbarikan ;;h'iunu punrritir.l..g t.rrh diterimanya kepada PIHAK

,,, 
,o:[H[,xH[i:fqfillX]'i:fJJl,X[fll)f;31'i*0..'*sebasaimanadimaksuddaramPasarodan

pertanssunslu*r'brn Keuansan ,.o.nlYfrr*;il;i;; P';;i;:;;k', irHnr< KEDUA dikenai sanksi

administratif'
(6) sanksi administrasif sebagaimana dimaksud daram Ayat (5) dapat berupa penghentian pembayaran dan

tidak dapat mengajukan proposal ft.iiil;;; rtui'n *i*tu O" tahun berturut turut'

\ Ho''t'1tl*tJ'-!''o*

(1) Hasir peneritian berupa Hak Kekayaan rnterektual dari peraksanaan penelitian tersebut diatur dan

dikelolaSesualdenganperaturanoanperunoang-undanganvangberlaku.
(2) setiap punriruriira,rliJn, iunrutur.r,ipo, orru* bentuk ro*;116u.tt uitun denoan hasilpenelitian

ini waiib mencantu mka n pemberi or.;H,i; *dikiffi ;kffi ;;;; Pendidikan' kebudavaan' Riset

dan Teknologi'

^ro,,lffi',liro*
(1) ,ARA prHAK dibebaskan dari tanggungjawab atas 

lrgterrynatan 
atau tidak terraksananya kewaiiban

sepertitercantum daram perjaniirn p.nJiiti.n disebabkan ,t* li.r,'n.tkan oreh peristiwa atau kejadian

diluar kekuasaan pARA PIHAK Vrlo irqri Jgorongll tenugui keadaan memaksa (torce maieure)

yang secara trngrrng mempengarufii t itatrrnanya peria'i1;;il;liti'n' antara lain : bencana alam'
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wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade ekonomi, sabotase, revolusi, pemberontakan, kekacauan,
huru-hara, kerusuhan, mobilisasi, keadaan darurat, gangguan navigasi;

(2) Apabila teryadi keadaan memaksa (force majeure) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) di atas, maka
pihak yang mengalamiwajib memberitahukan kepada pihak yang benrvenang secara tertulis, selambal
lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerya sejak terjadinya keadaan memaksa (force majeure/ untuk
mendapatkan pengesahan, dan PARA PIHAK dengan i'tikat baik segera membicarakan
penyelesaiannya.

PASAL 12

PERALIHAN

Seluruh kegiatan penelitian yang sudah dilakukan PIHAK KEDUA berdasarkaan Perjanjian Pelaksanaan
Penelitian Dasar dan Pembinaan/ Kapasitas Tahun Tunggal Tahun 2021 Nomor: T14.3.1

/UN34.21lPT.01.03l2021,tanggal 22 Maret 2021, tetap dapat dilaksanakan dan diakui sampai
ditandatanganinya Perjanjian Pelaksanaan Penelitian ini.

PASAL 13

PENUTUP

(1) Apabila terjadi perselisihan antara PARA PIHAK dalam pelaksanaan perjanjian penelitian ini akan
dilakukan penyelesaian secara musyawarah;
Surat Perjanjian pelaksanaan penelitian ini dlbuat rangkap 2 (dua), dan dibubuhi meterai sesuaidengan
ketentuan yang berlaku, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
Pasal-pasal dalam perlanjian ini bersifat mengikat secara mutlak, apabila teryadi perubahan atau
penambahan terhadap isi perlanjian ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dapat melakukan
musyawarah dan dituangkan dalam Addendum Perjanjian yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

Kun Astuti, M.Pd,
NIDN 00 1 4076507

(2)

(3)

Prof. Dr.Samsul Hadi, M.Pd., MT.

NtDN 0029056006



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
U NIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN
No. FRM/LPPM-PNL/302 Revisi : 01 Tgl01 Maret2019 Hal 9 dari 9

wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade ekonomi, sabotase, revolusi, pemberontakan, kekacauan,
huru-hara, kerusuhan, mobilisasi, keadaan darurat, gangguan navigasi;

(2) Apabila teryadi keadaan memaksa (force majeure) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) di atas, maka
pihak yang mengalamiwajib memberitahukan kepada pihak yang benrvenang secara tertulis, selambal
lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerya sejak terjadinya keadaan memaksa (force majeurel untuk
mendapatkan pengesahan, dan PARA PIHAK dengan i'tikat baik segera membicarakan
penyelesaiannya.

PASAL 12

PERALIHAN

Seluruh kegiatan penelitian yang sudah dilakukan PIHAK KEDUA berdasarkaan Perjanjian Pelaksanaan
Penelitian Dasar dan Pembinaan/ Kapasitas Tahun Tunggal Tahun 2021 Nomor: T14.3.1

/UN34.21lPT.01.03l2021,tanggal 22 Maret 2021, tetap dapat dilaksanakan dan diakui sampai
ditandatanganinya Perjanjian Pelaksanaan Penelitian ini.

PASAL 13

PENUTUP

Apabila terjadi perselisihan antara PARA PIHAK dalam pelaksanaan perjanjian penelitian ini akan
dilakukan penyelesaian secara musyawarah;
Surat Perjanjian pelaksanaan penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua), dan dibubuhi meterai sesuaidengan
ketentuan yang berlaku, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
Pasal-pasal dalam peryanjian ini bersifat mengikat secara mutlak, apabila teryadi perubahan atau
penambahan terhadap isi perlanjian ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dapat melakukan
musyawarah dan dituangkan dalam Addendum Perjanjian yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

Kun Astuti, M.Pd,

NIDN 00 1 4076507

(1)

(2)

(3)

-"6#
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wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade ekonomi, sabotase, revolusi, pemberontakan, kekacauan,

huru-hara, kerusuhan, mobilisasi, keadaan darurat, gangguan navigasi;

(2) Apabila teryadi keadaan memaksa (force majeure) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) di atas, maka

pihak yang mengalamiwajib memberitahukan kepada pihak yang benruenang secara tertulis, selambat
lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerya sejak terladinya keadaan memaksa {force majeurel untuk

mendapatkan pengesahan, dan PARA PIHAK dengan i'tikat baik segera membicarakan

penyelesaiannya.

PASAL 12

PERALIHAN

Seluruh kegiatan penelitian yang sudah dilakukan PIHAK KEDUA berdasarkaan Perjanjian Pelaksanaan

Penelitian Dasar dan Pembinaan/ Kapasitas Tahun Tunggal Tahun 2021 Nomor: f A3.1
/UN34.21lPT .01.03l2021,tanggal 22 Maret 2021, tetap dapat dilaksanakan dan diakui sampai

ditandatanganinya Perjanjian Pelaksanaan Penelitian ini.

PASAL 13

PENUTUP

(1) Apabila terjadi perselisihan antara PARA PIHAK dalam pelaksanaan perjanjian penelitian ini akan

dilakukan penyelesaian secara musyawarah;

Surat Perjanjian pelaksanaan penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua), dan dibubuhi meterai sesuai dengan

ketentuan yang berlaku, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal-pasal dalam peryanjian ini bersifat mengikat secara mutlak, apabila ter.ladi perubahan atau
penambahan terhadap isi perjanjian ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dapat melakukan

musyawarah dan dituangkan dalam Addendum Perlanjian yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

. Kun yaning Astuti, M.Pd.

NIDN 001 4076507

(2)

(3)
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BDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN
Tgl01 Marelz019

PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN DASAR DAN PEMBINAAN/ KAPASITAS

TAHUN TUNGGAL TAHUN 2021

Penelitian Dasar
NOMOR: T t4.3.1 /UN34.21 /PT'01'03/2021

pada hari ini senin tanggal Dua puluh Dua bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh satu kamiyang bertanda

tangan di bawah ini :

1. Prof, Dr. SiswantoYo, M.Kes.

2. Dr. Dra. Kun Setyaning Astuti, M.Pd.

: Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepa.dq

Masyarakat U n.iversitas Negeri yogyakarta yang beralamat di

krrprt UNY Karangmalang Yogyakarta dalam hal ini

bertindakuntukdanatasnamaUNY;selanjutnyadisebut
PIHAK PERTAMA.

: Dosen dari Fakultas Bahasa dan seni Universitas Negeri

Yogyakarta, yang beralamat di Kampus UNY Karangmalang

yo[yakarta, dalam hal ini bertindak sebagaiKetua Pelaksana

penbtitian Tahun Anggaran 2021 untuk selanjutnya disebut

PIHAK KEDUA,

PASAL 1

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan N-egara

Z. Undang-Undrng nu'prbfik lndonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional

5. UnOan[-UnOrn[ R.irntif lndonesia Nomor 01 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara'

4. Undang-Undrng ntprbfi[ tnoonesia Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Keuangan Negara;

Uil",ig-1jndang i,epuUti"t< tndonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

Undang-undang Republik lndonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang sistem Nasional llmu Pengetahuan dan

Teknologi;

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2020 tentang Kementerian Riset dan Teknologi'

r<eputrran presiden Nomor 113/p rahun 2019-tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan

Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2019-2024;
peraturan Menteri t<euanganNomor 11g/pMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran

2021;
peraturan Menteri Keuangan Nomor 112lpMK.O2l2020 tentang standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran

2021;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata cara Pembayaran dan

Pertanggungjawaban nnggat;n Penelitian Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
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13. peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik lndonesia Nomor 69 Tahun 2016'

tentang Tata cara pembentukan K6mite penilaian dan/atiu-Reviewer Penelitian sebagaimana telah diubah

dengan peraturan Menteri Riset, Teknorogi ean Pendidikan linsqi 
Republik lndonesia Nomor 27 Tahun 2019

tentang perubahan atas peraturan rr,r.riteiiRiset, Teknologi-ian Pendidikan Tinggi Republik lndonesia

Nomor 6g rahun zoto tentang pedoman pemoenturan Komiie Penilaian dan/ atau Reviewer dan Tata cara

pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran;

14. peraturan Menteri Riiet, Texnologi dai pendidilin Tinggi Republik lndonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang

Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri;

15. peraturan Menteri Rir.t, i.t nologi din pen"oioit<an Tinggi Republik lndonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang

Penelitian;

16. peraturan Menteri Riset, Teknologidan pendidikan Tinggi Republik lndonesia Nomor 38 Tahun 2019 tentang

Prioritas Riset Nasional Tahun 2020-2424;

17. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan'Pendidikan Tinggi Republik lndonesia Nomor 105/M/KPT/2019

tentang penggunaan Bantuan opirasional perguruan Tiir-ggi N'egeri Penelitian dan Pengabdian kepada

Masyarakat Tahun 2019; 
- - n--..,^,i,. ,^r.

1g. peraturan Direktur Jenderal perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik^lndonesia Nomor: Per-

15lp}t2o17 tentang petunjuk pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis standar Biaya

Keluaran sub Keluaran penelitian r.Lugrirana telah diJbah dengan Peraturan Direktur Jenderal

perbendaharaan Kementerian Keuangan {epuntik lndonesia Nomor : Per-ltP812019 tentang Perubahan

Atas peraturan Direktur Jenderal perbendaharaan Nomor Per-151P8t2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan

pembayaran nnggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian;

1g. Keputusan Menteii Riset dan Teknologi/ Kepala Badan Riset dan lnovasi Nasional Nomor zlMlKPr12021

tentang pejabat perbendaharaan pada. satuan Kerja Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan

Kemeriterian Riset, Teknologi/ Badan Riset dan lnovasi Nasional;

20. Keputusan Kuasa pengguna Anggaran Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian

Riset, dan rer<notogil"Eadan iiiet dan tnovasi Nasionit Nomor 9lE1lKPTl2021 tentang Penetapan

pendanaan penelitian Skema Dasar dan pembinaan/ Kapasitas di Perguruan T]nggi Tahun Anggaran 2021;

21 . Kontrak penelitian iahun Tunggal penelitian Dasar dan Pembinaan/ Kapasitas Tahln Anggaran v021 anlara.

Direktorat Riset dan pengabd"iin tvtasyaiakat Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan lnovasi

Nasionatdengan Universi-tas NegeriYogyakarta Nomor: 046/5P2H/LT/DRPM/2021

PIHAK PERTAMA dan pIHAK KEDUA secara bersama-sama bersepakat men_gikatkan diri dalam suatu

Perjanjian Pelaksanaan Penelitian dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 2

PELAKSANMN PENELITIAN

pIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebt

senagai penanggung jawab pelrsanaan Penelitian dengan iudul:_IHE MOPf]glIlgI OJ BLOOM'S

TR,,oNoMy rHEoRy ron cousrRucT MUSri cbtuperrucy STANDARD BASED oN

MAPPING IN INDONESIA, FRANCE, AND THE NETHERLANDS'I

PIHAK PERTAMA membeiitugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA bersedia:

(1)

(2)
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a. dipantau dan dievaluasi;

b. dinilai luaran Penelitian;
c. dilakukan validasi luaran tambahan;

oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan,

Kementerian Riset, dan Teknologi/ Badan Riset dan lnovasi Nasional.

(3) pIHAK PERTAMA memberikan dana Penelitian dengan judul sebagaiman tercantum dalam ayat (1)

sebesar Rp 141.200.000 (Seratus Empat Puluh Satu Juta Dua Ratus Ribu) sesuai Keputusan Kuasa

pengguna Anggaran Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, dan

feXnologi/ gadin Riset dan lnovasi Nasional Nomor }lE1lKPT12021 tentang Penetapan Pendanaan

Penelitian Skema Dasar dan Pembinaan/ Kapasitas di Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2021.

(4) PIHAK KEDUA berhak menerima dana tersebut pada ayat (3) dan berkewajiban menggunakan

sepenuhnya untuk pelaksanaan penelitian dengan judul sebagaiman tercantum dalam ayat (1) sampai

selesai sesuai ketentuan pembelanjaan keuangan negara

(5) Dalam hal PIHAK PERTAMA berhenti dari jabatannya sebelum Surat Perjanjian ini berakhir, maka

PIHAK PERTAMA akan menyerahkan tanggungjawabnya kepada pejabat baru yang menggantikan.

(6) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi penelitian dapat dibenarkan apabila telah

mendapat persetujuan dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, Deputi Bidang Penguatan Riset

dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan lnovasi Nasional.

(7)Apabila ketua tim pelaksana penelitian tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri,

maka PIHAK KEDUA mengusulkan pengganti Ketua tim pelaksana penelitian yang merupakan salah

anggota kepada PIHAK PERTAMA, untuk dimintakan persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan

Pengabdian Masyarakat, Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan

Teknologi/ Badan Riset dan lnovasi Nasional.

(B) Dalam nat tiOat< adanya pengganti Ketua tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat ketentuan yang

ada, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Negara

PASAL 3

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PENELITIAN

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terhitung sejak ditandatangani

sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban :

a) Memberikan kontrak pelaksanaan penelitian pada PIHAK KEDUA

b) Mengkoordinir dan bertanggung jawab atas terlaksananya penelitian

c) Melakukan penjaminan mutu penelitian

d) Memantau pengunggahan ke laman SIMLIBTABMAS

PIHAK KEDUA mempunyaikewajiban :

a) Melaksanakan penelitian sesuaidengan kaidah penelitian sampaidengan selesai penelitian

1)
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Mempertanggungjawabkan hasil penelitian

Mempertanggungjawabk; p;ragyr1l g3l., penelitian ses.uaidengan peraturan yang berlaku

frrf .f ri, 1r., nggrhun ke 1aman 
-S-l 

M L ITABMAS dokumen sebagai berikut:

1. revisi ProPosal Penelitian;
Z. turai pernyataan kesanggupan penyusunan laporan penelitian;

3. catatan harian pelaksanaan penelitian;

4. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;

s. surat pernyaiaan ianggungjawab Belanja (5PTB) atas dana penelitian;

6. laporan akhir Penelitian;
7. luaran Penelitian.

PASAL 5

CARA PEMBAYARAN

(1) pembayaran dana penelitian iniakan dilaksanakan melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada

Masyarakat UNy dan dibayarkan secara nlrt.nrp ke PIHAK KEDUA dengan ketentuan sebagai berikut

l. e.rn.yrran tahap pertama (70 Yo) sebesar Rp. 98.840'000 (sembilan Puluh Delapan Juta

DelaPan Ratus EmPat Puluh Ribu)

b'Pembayarantahapkedua(30%)sebesarRp.42.360.000(EmpatPuluhDuaJutaTigaRatusEnam
Puluh Ribu)

c. Pembayaran dana luaran tambahan sebesar Rp" (')

(2) pembayaran pendanaan peneritian tahap pertama r.brg?jTlllg1{::l f1*:i:u":f:l?"|t1t]:;lffiiffi,ltil; [rt.,i,urn apabita p.ibuikun propoiar dan rancangan pembiayaan sesuai dengan
mannnr tnah

E;lli'rTrl, iri:;#";ffin" ilrlrnun srrvrlrrAauns densan mensikuti tata cara menssusah
\^-..1! Dilnn^ Danar ralan Picof dan

IJ,,:,i,.'i.,lrir* irii,irekto[i Riset dan ernlanoirn Masyarakai, Deputi Bldan.o Penguatan Riset dan

ilngemOangan Kementerian Riset dan Teknoiogi/ Badan Riset dan lnovasi Nasional'

(3) Pembayaran pendanaan penelitian tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

dibayarkan kepaoa iiin( rroun terah'mengunggan [e raman sTMLTTABMAS dokumen sebagai

berikut:
a. Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;

b. Surat pernyaiaan tanggunglawan Belanja (SPTB)atas dana penelitian yang telah diberikau

paling lambat tanggal 18 September 2021'

(4) Dana luaran tambahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c dibayarkan kepada PIHAK KEDUA'

setelah mendapatkan validisi dari Direktorri Rltei dan' Pengabdian Masyarakat, Deputi Bidang

penguatan niset Oan pengembangan Kementeriat Riset dan leknologi/ Badan Riset dan lnovasi

Nasional.

(5) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2..ayal (3) akan berikan oleh PIHAK PERTAMA

'-' lefada PIHAK KEDUA ke melalui rekening sebagai berikut:

b)

c)

d)
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Nomor Rekening : 0072867821

Nama Bank : BNI

Alamat Bank : UGM YOGYA

(6) pIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah

dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan PIHAK KEDUA dalam

menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai

dengan ketentuan.

PASAL 6

PERTANGGUNGJAWABAN AKADEMIK

(1) PIHAK KEDUA berkewajiban mengunggah ke laman SIMLITABMAS dokumen sebagai berikut :

1. revisi proposal Penelitian;
2. surat pernyataan kesanggupan penyusunan laporan penelitian;

3. catatan harian pelaksanaan penelitian;

4. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;

5. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB)atas dana penelitian;

6. laporan akhir Penelitian;
7. luaran penelitian;

sesuai aturan yang berlaku paling lambat tanggal 16 November 2421'

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan ke PIHAK PERTAMA dokumen sebagai berikut dalam

bentuk softcopy dan hardcoPY:

a. laporan akhir penelitian;

b. luaran penelitian;

c. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB);

hardcopy dariliporan nasitpenetitlan sebanyak2 (dua)eksemplar, luaran penelitian sebanyak 1 (satu)

eksemplar, dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) disertai fotokopi bukti penggunaan

dana sebanyak 1 eksemplar, melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) dengan ketentuan sebagai

berikut:
i, Bentuldukuran kertas ukuran A4.

ii. Warna cover kuning
iii. Di bagian bawah cover ditulis :

Dibiayaioleh:
Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat

Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan

Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan lnovasi Nasional

Sesuai Kontrak Penelitian Anggaran Tahun 2021

Nomor: 046/SP2H/LT/DRPM/2021

(3) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib penelitian berupa : Publikasi llmiah

Jurnal lnternasional- accepted/published
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(4)

(5)

(6)

(7)

pIHAK KEDUA diharapkan dapat mencapai target luaran tambahan penelitian berupa:-

pIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (2)dan ayat (3) kepada PIHAK PERTAMA;

Mempresentasikan nasit peneiitiannya pada seminar yang akan dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA

Luaran penelitian yang berupa publikasi ilmiah wajib mencantumkan pemberi dana penelitian;

(5)

(6)

(7)

(8)

PASAL 7

PERTANGGU NGJAWABAN KEUANGAN

(1) PIHAK KEDUA berkewajiban mempertanggungjawabkan pembelanjaan dana yang telah diterima dari

PIHAK PERTAMA dan menyimpan bukti-bukti pengeluaran yang telah disesuaikan dengan ketentuan

pembelanjaan keuangan Negara.

(2) irerpajakan yang timbul atas transaksi penggunaan dana penelitian menjadi tanggungjawab PIHAK

KEDUh, pemungutan dan pemotongan pajak menggunakan NPWP Bendahara Pengeluaran UNY

dengan NPWP 00.054.064.1 .542.000

(3) Penladaan barang/jasa diatas Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dipungut PPN sebesar 10% dari nilai
' ' 

dasir dan pengadain diatas Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dipungut PPh 22 sebesar 1 ,5 % atau PPh

final sebesar 0,5% apabila UMKM mempunyai surat keterangan kantor pajak,

(4) Pengadaan jasa dipotong PPh 23 sebesar 2o/o jika mempunyai NPWP dan 100% lebih tinggijika tidak

ber NPWP.

Pengadaan Konsumsi dipungut PPh 22sebesar 1,5%

Pem-bayaran honorarium WNI dipotong PPh 21 sesuai dengan golongannya, golongan lll sebesar 5%,

golongan lv jika mempunyai NPWP dan20o/o lebih tinggijika tidak ber NPWP.

Pembayaran honorarium WNA dipotong PPh 26 sebesar 20%.
pIHAK KEDUA berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan kepada PIHAK

PERTAMA untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Negara.

(9) Biaya pajak materai dalam surat perjanjian inidibebankan pada PIHAK KEDUA

iro)ptHht< KEDUA berkewajiban mengunggah ke laman SIMLITABMAS dokumen Surat

Pertanggungjawaban Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan, sesuai aturan yang

berlaku paling lambat tanggal 16 November 2021.

(11) PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan ke PIHAK PERTAMA dokumen Surat Pertanggungjawaban

Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan dan foto kopi bukti belanja/penggunaan dana

penelitian.

PASAL 8

SANKSI

(1) Apabila sampai batas waktu perjanjian PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan akhir hasil penelitian

kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa bunga keterlambatan

sebesar 1%o (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggitingginya 5% (lima persen)

dari nilai surat perjanjian pelaksanaan penelitian, terhitung dari tanggaljatuh tempo yang telah ditetapkan

sampaidengan berakhirnya pembayaran dana penelitian oleh PIHAK PERTAMA.



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN
No. FRM/LPPM-PNL/302 Revisi : 01 Tgl01 Maret2019 Hal 7 dariS

(2)

(3)

(4)

Bagi Peneliti yang tidak dapat menyelesaikan kewajibannya dalam Tahun Anggaran yang sedang

berlalan dan waktu proses pencairan biayanya telah berakhir, maka seluruh dana yang belum sempat

dicairkan dinyatakan hangus dan kembali ke Kas Negara.

Apabila pIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 maka

harus mengembalikan seluruh dana yang telah diterimanya kepada PIHAK PERTAMA, untuk

selanjutnya disetor ke Kas Negara.

Apabila dlkemudian hari terbukti bahwa judul penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dijumpai

adanya indikasi plagiat dengan penelitian lain dan/atau diperoleh indikasi ketidakjujuran dan itikad

kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka penelitian tersebut dinyatakan batal dan

PIHAK KEDIA wajib mengembalikan seluruh dana penelitian yang telah diterimanya kepada PIHAK

PERTAMA untuk selanjutnya disetor ke Kas Negara.

Dalam hal tidak dipenuhinya Pertanggungjawaban Akademik sebagaimana dimaksud Pasal 6 dan

Pertanggungjawaban Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 7, maka PIHAK KEDUA dikenai sanksi

administratif.

Sanksi administrasif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa penghentian pembayaran dan

tidak dapat mengajukan proposal peneltian dalam kurun waktu dua tahun berturut turut.

PASAL 9

HASIL PENELITIAN

Hasil Penelitian berupa Hak Kekayaan lntelektual dari pelaksanaan penelitian tersebut diatur dan

dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian

iniwajib mencantumkan pemberi dana dalam hal ini Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Deputi

Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan lnovasi

Nasional

PASAL 10

KEADMN KAHAR

(1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggungjawab atas keterlambatan atau tidak terlaksananya kewajiban

seperti tercantum dalam perjanjian penelitian disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian

diluar kekuasaan PARA PIHAK yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (force maieure)

yang secara langsung mempengaruhi terlaksananya peqanjian penelitian, antara lain : bencana alam,

wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade ekonomi, sabotase, revolusi, pemberontakan, kekacauan,

huru-hara, kerusuhan, mobilisasi, keadaan darurat, gangguan navigasi;

(2) Apabila terladi keadaan memaksa (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatas, maka

pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak yang benruenang secara tertulis, selambat-

lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (force maieure) untuk

mendapatkan pengesahan, dan PARA PIHAK dengan i'tikat baik segera membicarakan

penyelesaiannya.

(5)

(6)

(1)

(2)
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PASAL 11

PENUTUP

(1) Apabila terjadi perselisihan antara PARA PIHAK dalam pelaksanaan perjanjian penelitian ini akan

dilakukan penyelesaian secara musyawarah;

(2) Surat perjinjian pelaksanaan penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua), dan dibubuhi meterai sesuaidengan

ketentuan yang berlaku, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama'

(3) pasal-pasat Oita, perjanjian ini bersifat mengikat secara mutlak, apabila terjadi perubahan atau
' ' 

penambahan terhad'ap-isi perjanjian ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dapat melakukan

musyawarah dan dituangkan'dilam Addendum Perjanjian yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari perjanjian ini.

PIHAK KEDUA

Setyaning Astuti, M.Pd.

0014076507

PIHAK PERTAMA

r.Siswantoyo, M.Kes.

NIDN 0010037203


